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ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (Studi Pada Kantor Notaris
dan PPAT Juli Indrayanti Siregar ,SH di Kota Medan)

OLEH

FAUZAN SHAUFI
NPM:13.840.0060
BIDANG: HUKUM PERDATA

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan merupakan
perubahan yang mendasar dalam Hukum Jaminan, khususnya hukum jaminan
kebendaan. Secara substansi banyak hal yang diatur dalam UUHT tersebut, salah
satu hal yang menarik dan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini yaitu
dilembagakannya penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT ), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah kuasa
yang bersifat khusus, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain
selainnya membebankan Hak Tanggungan Namun dalam praktek kadangkala
penggunaan SKMHT menjadi APHT menemui berbagai hambatan yang menjadi
permasalahan dalam tulisan ini.

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan proses
penggunaan SKMHT dalam perianjian kredit yang dibuat oleh Notaris / PPAT
telah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam proses penggunaan
SKMHT dalam perjanjian kredit ini terdiri dari tahap sebelum dan pada saat
pembuatan akta perjanjian kredit dan tahap pemasangan SKMHT. Faktor-taktor
penghambat pada proses penggunaan SKMHT menjadi APHT ini adalah biaya
vang mahal serta jangka waktu yang singkat. Dalam mengatasi hambatan tersebut
dilakukan upaya dengan memperbaharui kembali SKMHT yang telah habis masa
berlakunya sesuair dengan peraturan perundangundangan serta menindak lanjuti
SKMHT menjadi APHT

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis
normatif ini dalam menganalisa dan meninjau masalah digunakan prinsip-prinsip
dan asas-asas hukum. Penelitian ini menentukan pada segi-segi yuridis dan
melihat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Kata kunci: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKAMHT).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

i
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin %@P&?Mﬁ%ﬁﬁfﬁ?y.uma.ac.id]22/8/24



Fauzan Shaufi - Tinjauan Y uridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin %@P&?Mﬁ%ﬁﬁfﬁ?y.uma.ac.id]22/8/24



Fauzan Shaufi - Tinjauan Y uridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan...

KATA PENGANTAR

Saya Panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dan sholawat
serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan
hidayah-nya saya akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi i dengan judul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (Studi Pada Kantor Notaris

dan PPAT Juli Indrayanti Siregar ,SH di Kota Medan)”

Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam
mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Bidang Hukum Keperdataan. Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini, saya telah
banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, batk dalam bentuk

moril maupun materi.

Atas bimbingan dan bantuan yang saya terima dalam menyelesaikan
skripsi 1ni, maka dalam kesempatan ini tidak lupa sava selaku penulis

mengucapkan terimakasih kepada pthak yang terhormat sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuwa saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, dan
mendoakan serta mendorong saya agar cepat menyelesatkan penulisan

skripsi ini, segala sesuatu ha! yang diberikan tak mungkin dapat terbalas.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang
Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
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telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripst ini.
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memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Alvin Hamzah, SH, M.H selaku Sekretaris yang telah memberikan
bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

9. Ibu Juli Indrayanti Siregar, SH selaku Notaris yang memberikan arahan
serta mengizinkan saya riset pada kantornya.
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Medan, 02 Me1 2018
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan pembangunan nasional tidak akan terlepas dari aspek
hukum. Hal ini berarti, setiap bidang pembangunan nasional harus disertai oleh
perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan nasional agar memperoleh
kepastian hukum. Pembangunan nasional khususnya di bidang eckonomi
memerlukan perhatian yang sertus dari negara melalui pemerintah untuk
kepentingan rakyat Indonesia, karena itu dalam pelaksanaannya haruslah berada
di jalur hukum. Dalam hal im perkembangan kebutuhan dan peningkatannya
diperlukan dana yang merupakan salah satu pendukung untuk menggerakkan
kegiatan masyarakat di btdang ekonomi.

Dalam rangka upaya mencapal cita-cita masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam
kerangka mencapai tujuan itu langkah dan kebijakan pembangunan haruslah dapat
memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya alam
maupun sumber daya manusia. Arah dan kebijakan dalam pemanfaatan sumber
daya alam ini secara yuridis telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
1945 yang secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air
dan kekayaan alam vyang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat™.
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tersebut dapat secara nyata dilihat dari lahirnya Undang - Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT).

Dalam butir a menimbang bahwa Undang - Undang tersebut menyatakan
Bahwa dengan bertambahnya Pembangunan Nasional yang bertitik berat pada
bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga
memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian
hukum bagi pthak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangungan untuk mewujudkan
masyarakat vang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang - Undang Dasar 1945.

Dart butir a menimbang tersebut jelas bahwa harus ada interaksi antara
hukum dan ekonomi, khususnya dalam lembaga jaminan, di satu sisi lembaga
jaminan harus dapat mengakumulasikan penyediaan dana dan di lain pihak
lembaga tersebut harus mampu membert kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan. Hal mana ditegaskan pula dalam butir 1 Penjelasan Undang-
undang Hak Tanggungan tersebut, yaitu :

Pembangunan ekonomi, sebagat bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, Dalam
rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya
meliputi baik pemerintah maupun masyvarakat sebagai orang perseorangan dan
badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah vang besar. Dengan
meningkatnya kegiatan pembangunan. meningkat juga keperluan akan tersedianya

dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.
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Mengingat pentingnva kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses
pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pthak Jain
vang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat
dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang
berkepentingan. Lahirnya lembaga jaminan atas tanah vyaitu Hak Tanggungan
diamanatkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( selanjutnva disebut UUPA ) dalam waktu
36 tahun akhirnya lahirlah undang-undang yang dimaksud.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dimaksudkan untuk

menggantikan ketentuan mengenai Credietverband dan Hypoteek atas tanah, hal
ini merupakan perubahan yang mendasar dalam Hukum Jaminan, khususnya
hukum jaminan kebendaan, mengenai tanah dan hal ini ditegaskan pula dalam
Pasal 29 UUHT No. 4 Tahun 1996 bahwa :
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenat Credietverband
sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-452 jo Staatsblad 1909-686 dan
Staatsblad 1909-584 sebagai yang teclah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo.
Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenat Hypoteck sebagaimana tersebut
dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang
mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan lembaga jaminan yang lama
akan disempurnakan dalam UUHT, dimana UUHT mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut :
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dilembagakannya penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT ), sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUHT ( disebutkan ), vaitu:
(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta
notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada
membebankan Hak Tanggungan ;
b. tidak memuat kuasa substitusi :
c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan
nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila

debitor bukan pemilik Hak Tanggungan.

(2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali
atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa
tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ;

(3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah
vang sudah terdaftar wajib ditkuti dengan penggunaan Akta Pemberian
Hak Tanggungan selambat - lambatnya 1 ( satu ) bulan sesudah diberikan.

(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah
yang belum terdaftar wajib diikuti dengan penggunaan Akta Pemberian
Hak Tanggungan selambat - lambatnya 3 ( tiga ) bulan sesudah diberikan ;

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan avat (4) tidak berlaku
dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan diberikan untuk
menjamin kredit tertentu vang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;
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(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan
penggunaan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan atau ayat (4), atau
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) batal dem
hukum.

Substansi SKMHT juga di batasi, yaitu hanya memuat perbuatan hukum
membebankan hak tanggungan tidak memuat hak untuk menggantikan penerima
kuasa melalui pengalihan dan memuat nama serta identitas kreditur, debitur,
jumlah utang dan obyek hak tanggungan. Demikian untuk mencegah berlarut-
larutnya pemberian kuasa dan demi tercapainya kepastian hukum, SKMHT di
batast jangka waktu berlakunya yang diatur dalam Pasal 15 UUHT. Pasal 15
Ayat (3) UUHT mengatakan:

“Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang

sudah terdaftar wajib ditkuti dengan pembuatan APHT selambat lambatnya 1

(satu) bulan sesudah diberikan™.

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan termasuk
daerah yang sangat luas serta berpotensi tinggi dalam penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan disebabkan gencarnya pembangunan oleh
masyarakat yang membutuhkan dana besar vang antara lain berasal dari kredit
vang  diperoleh dengan menggunakan  lembaga Hak Tanggungan yang
selanjutnya menimbulkan berbagai masalah dalam hal penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan. Hal itumengakibatkan penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tersebut di kota Medan vang akan penulis susun dalam

tulisan yang Dberjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Kuasa
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Membebankan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi Pada Kantor Notaris dan PPAT Juli
Indrayanti Siregar, SH di Kota Medan)*

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi  masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan,
mengurutkan, dan sekahigus memetakan masalah tersebut secara sistematis, maka

identifikasi masalah dalam peneltian ini adalah:

1. Di kota medan masih ditemukan permasalahan terkait surat kuasa
membebankan hak tanggungan vang tidak sesuai dengan prosedur

vang berlaku.

1o

Penyalahgunaan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh
penerima surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk pengalihan
akta pemberian hak tanggungan.

Masih banyak notaris di kota medan yang salah paham dalam

W

menggunakan surat kuasa membebankan hak tanggungan.

4. Masth ada notaris yang belum mengerti bahwa Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah kuasa yang
bersifat khusus, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan

hukum lain selainnya membebankan Hak Tanggungan

1.3. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelittan 11 perlu dilakukan agar
pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan.
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disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Adapun
pembatasan masalah dalam penelitian in1 adalah:
1. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPAT Juli Indrayanti

Siregar ,.SH di Kota Medan

)

Data dalam penelitan ini hanya dari Kantor Notaris dan PPAT Juli

Indrayanti Siregar ,SH

1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan wuraian diatas, yang menjadi intt permasalahan dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana praktek pelaksanaan penggunaan surat kuasa
membebankan hak tanggungan?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penggunaan surat kuasa
membebankan hak tanggungan menjadi akta pemberian hak

tanggungan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
A) Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi int adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penggunaan surat kuasa

membebankan hak tanggungan.

2. Untuk mengetahui  kebijakan-kebijakan vang dilaksanakan dan
memberikan perlindungan bagi pemberi dan penerima surat kuasa
membebankan hak tanggungan.
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2.1.2 Pembebanan Hak Tanggungan
Berdasarkan Penjelasan Umum Angka 7 Undang — Undang Hak
Tanggungan (Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996) proses Pembebanan
Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, vaitu:
1. Tahap Pemberian Hak  Tanggungan, dengan dibuatnya Akta
Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah,
untuk selanjutnya disebut PPAT, vang didahului dengan perjanjian

utang-piutang yang dijamin:

X

Tahap Pendaftarannva oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat
lahirnya hak tanggungan yang dibebankan.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPAT (Pejabat
Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta
pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas
tanah yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan
hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-
masing. Dalam kedudukan sebagai vang disebutkan di atas, maka akta - akta
vang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik. Pengertian perbuatan hukum
pembebanan hak atas tanah yang pembuatan aktanya merupakan kewenangan
PPAT, meliputi pembuatan akta pembebanan hak guna bangunan atas tanah hak
milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang - Undang Pokok Agraria
dan pembuatan akta dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan yang diatur
dalam undang-undang hak tanggungan.

Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib

hadir dihadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, 1a
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wajib menunjuk  pihak lain sebagai kuasanya,  dengan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), vang berbentuk akta otentik.
Pembuatan SKMHT selain kepada Notaris, ditugaskan juga kepada PPAT
yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka
memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan.
Pada saat pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
(selanjutnya disebut APHT), harus sudah ada keyakinan pada Notaris atau
PPAT vyang bersangkutan, bahwa pemberi Hak Tanggungan mempunyai
kewenangan  untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak
Tanggungan yang dibebankan. walaupun kepastian mengenai  dimilikinya
kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian Hak
Tanggungan itu didaftar.

Pasal 10. UUHT  menyebutkan bahwa Pemberian Hak Tanggungan
didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan
pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari perjanjian utang - piutang yang bersangkutan atau perjanjian
lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian hak tanggungan
dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT
sesual dengan peraturan perundang-undangan vyang berlaku. Apabila obyek
hak tanggungan berupa hak atas tanah vang berasal dari konversi hak lama
vang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya
belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan

permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.
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Pasal 1792 KUH Perdata memberikan batasan tentang Pemberian Kuasa,

yaitu

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan
kekuasaan atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas
namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hal seseorang kuasa menerima
kuasa dari Pemberi Kuasa hanya dalam hubungan intern antara Pemberi Kuasa
dan Penerima Kuasa, dimana Penerima Kuasa tidak berhak mewakili Pemberi
Kuasa untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga, maka perjanjian kuasa
tidak melahirkan suatu perwakilan. Namun dari batasan Pasal 1792 KUH
Perdata disebutkan secara jelas bahwa semua perjanjian pemberian kuasa akan
melahirkan perwakilan atau dengan kata lain bahwa penerima kuasa dapat
mewakili Pembert Kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

2. Cara, Bentuk dan Isi Pemberian Kuasa

Pasal 1793 KUH Perdata menyebutkan cara dan bentuk pemberian kuasa,
antara lain :
1). kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta resmi, seperti akta
notaris, akta yang dilegalisasi di kepaniteraan pengadilan, akta vang dibuat oleh
pejabat dan sebagainva, juga dapat diberikan dengan surat dibawah tangan,
surat biasa dan juga diberikan secara lisan.
2). Kuasa dapat juga terjadi secara diam-diam, artinya suatu kuasa terjadi dengan
sendirinya tanpa ada persetujuan terlebih dahulu.

Ist suatu pemberian kuasa dapat dibedakan menjadi beberapa macam

berdasarkan pasal undang-undang, yaitu :
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). Pemberian Kuasa Khusus
Pemberian kuasa untuk melakukan suatu atau beberapa hal tertentu saja ( Pasal
1775 KUH Perdata ).

2). Pemberian Kunasa Umum
Pemberian kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan barang-barang
harta kekayaan pemberi kuasa meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

3). Kuasa Istimewa
Suatu kuasa vang sangat khusus yang secara tegas menyebut satu persatu apa
vang harus dilakukan oleh Penerima Kuasa ( Pasal 1776 KUH Perdata ).

4). Kuasa Perantara
Pemberian kuasa dimana kuasa hanya jadi penghubung antara Pemberi Kuasa
dengan pihak ketiga, sedangkan hubungan selanjutnya menjadi urusan pihak
Pemberi Kuasa dengan Pihak Ketiga. '

3. Kewajiban Penerima Kuasa

Orang yang bertindak sebagai Penerima Kuasa berkewajiban melaksanakan
tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa kewajiban yang penting untuk
dilaksanakan oleh Penerima Kuasa, antara lain :

1). Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sempurna.

2). Kuasa wajib mempertanggung jawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian
atau ketidak sempurnaan pelaksanaan tugasnya.

3).Kuasa wajib memberikan laporan tentang apa vang diperbuatnya dan
memberikan perhitungan kepada Pemberi Kuasa tentangsegala hal vyang

o

diterimanya dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

10 o < ; s . -
M Yah arghap. Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm, 308 - 309
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jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian
pinjaman/kredit yang bersangkutan.

Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hal itu dimungkinkan karena
sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan dengan tanahnya, baik yang sudah ada
maupun yang akan ada, vang berupa bangunan permanen, tanaman keras dan hasil
karya, dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut milik pemegang hak
maupun milik pthak lain (bila benda-benda itu milik pihak lain, yang
bersangkutan/pemilik harus ikut menandatangant APHT).

Pembebanan Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat vang ditetapkan
dalam UUHT, yaitu:

. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan
Hak Tanggungan sebagat jaminan pelunasan utang tertentu vang
dituangkan di dalam dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dan
perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya vang

menimbulkan utang tersebut.

[

Pemberian Hak Tanggungan wapb memenuhi syarat spesialitas yang
meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan,
domisilt para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan,
penunjukan secara jelas utang atau utang-utang vyang dijaminkan
pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian vang

Jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin %@P&?Mﬁ%ﬁﬁf@?y.uma.ac.id]22/8/24



Fauzan Shaufi - Tinjauan Y uridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin %@P&?Mﬁ%ﬁﬁfﬁ?y.uma.ac.id]22/8/24



Fauzan Shaufi - Tinjauan Y uridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin %@P&?Mﬁ%ﬁﬁfﬁ?y.uma.ac.id]22/8/24



Fauzan Shaufi - Tinjauan Y uridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan...

Dari pasal 15 ayat | tersebut sudah jelas, bahwa adanya asas perjanjian, dan
asas kepastian hukum yang terletak disana agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan
ataupun perbuatan melawan hukum yang nantinya akan merugikan salah satu

pihak ataupun bisa merugikan pejabat yang berwenang.

2.2.1 Teori Kepastian Hukum

Teort hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-
postulatnya hingga dasar-dasar filsafat yang paling dalam. Hukum pada
hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat
berwujud konkrit. Teori utama yang digunakan dalam penelitian int adalah Teon
kepastian hukum yang didampingi dengan teori keadilan. Berkaitan dengan teort
kepastian hukum, maka dapat dilihat tata cara pelaksanaan penggunaan SKMHT
vang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang serta vang tertera dalam Undang-
Undang Hak Tanggungan.

Kaitannya dengan teori kepastian hukum ini, O. Notohamidjojo
mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni:

melindungt hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi
lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup
lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, dan ekonomi) atas dasar
keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu
yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.'” Untuk itu hukum dibuat ada

tujuannya, yakni merupakan suatu milai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan

“Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum, Jakarta
: jatiar - 23
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terkait masalah hak tanggungan, metode penelitian, UU Hak Tanggungan,
Kitab Udang- Undang Hukum Perdata, UU 1945, UU Agraria, dan sebagainya.

Karena dalam penelitian ini penulis mengkaji orang di dalam hubungan
hidup masyarakat. Sehingga penelitian yuridis normatif merupakan penelitian
hukum yang memakat sumber data sekunder yang berarti data yang diperoleh
berasal dari data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang di ucapkan secara
lisan dan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan penelitian yuridis
adalah metode penelitian hukum secara kepustakaan, untuk meneliti bagaimana
praktek pelaksanaan penggunaan surat kuasa membebankan hak tanggungan dan
apa saja yang menjadi hambatan perubahan surat kuasa membebankan hak

tanggungan menjadi akta pemberian hak tanggungan

3.1.2 Sifat Penelitian

Adapun sifat dart penelitian ini adalah sifat deskriptif analitis, yaitu
metode deskriptif adalah suatu metode vang berfungs: untuk mendeskripsikan
atau memben gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau
memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat
penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis
untuk diambil kesimpulannya, dikatakan deskriptit ~ karena bertujuan
memperoleh pemaparan yang objektif untuk mengetahui  proses pelaksanaan

pemasangan surat kuasa membebankan  hak tanggungan dan hambatan
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a. dokumen-dokumen pribadi
b. data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang
bersangkutan (pernah) bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
1. data arsip
2. data resmi pada instansi-instansi pemerintah
3. data yang dipublikasikan (misalnya: yurisprudensi Mahkamah
Agung).
Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan
mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan-bahan hukum primer:

1. norma dasar Pancasila

(S9]

. peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan

MPR

LI

. peraturan perundang-undangan
4. bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya: hukum adat
5. vurisprudensi
6. traktat.
b. Bahan-bahan hukum sekunder:
vaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer
dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,
adalah:
1. rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan

2. hasil karya 1lmiah para sarjana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24
36

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁv@ésgdﬁfj&“‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]22/8/24



Fauzan Shaufi - Tinjauan Y uridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁ@@ésylﬁm‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]22/8/24



Fauzan Shaufi - Tinjauan Y uridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univerﬁ@@ésylﬁm‘f‘f@ﬁository.uma.ac.id]22/8/24



Fauzan Shaufi - Tinjauan Y uridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan...

BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian danpembahasan,

dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat secara
khusus sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 15 avat (1) huruf a Undang-
Undang Hak Tanggungan, jadi tidak diperkenankan untuk dibuat selainnya
membebankan Hak Tanggungan, yang digunakan untuk menjadi jaminan kredit.
Pemberian kredit ditandai dengan pembuatan perjanjian kredit antara kreditor
dengan debitor dalam suatu perjanjian tertulis ( akta tertulis maupun akta dibawah
tangan ) dan pembebanan hak tanggungannyauntuk tanab-tanah vang sudah
terdaftar ( ada sertifikat ) didahului dengan pembuatan APHT oleh PPAT, vang
kemudian berdasarkan APHT tersebut oleh kantor pertanahan dikeluarkan
sertifikat hak tanggungan sebagai bentuk pembebanan hak tanggungan. Untuk
tanah-tanah yangbelum terdaftar ( belum ada sertitikat ) dan tanah-tanah yang
berada diluar wilayah kerja kreditor, pembebanan hak tanggungannya adalah

dalam bentuk SKMHT yang juga dibuat oleh Notaris / PPAT.

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) sebagai jaminan kredit vaitu yangpertama mengenai
biaya dalam proses peningkatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan proses selanjutnya dalam pensertitikatan
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terhadap objek Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang
belum terdaftar tersebut memerlukan biaya yang besar juga. Selain dari segi biaya,
waktu dalam penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah pihak bank merasakan terlalu singkat. Karena
dalam praktek yang terjadi pada umumnya baik tanah-tanah yang sudah terdaftar
mauapun yang belum terdaftar memakan waktu yang lama dalamproses
pengurusannya sehingga belum selesainya pembuatan Akta Pembebanan Hak
Tanggungan (APHT) batas waktu dari Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan (SKMHT) sudah habis terlebih dahulu.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan vang diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran

antara lain sebagai berikut.

1. Seperti yang terlihat, perbuatan hukum ini telah dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hendaknya para pihak
khususnva kreditor agar mempertimbangkan penggunaan SKMHT dalam hal
debitor meminjam kredit, karena perbedaan dar segi fungsi antara SKMHT
dengan APHT, perbedaan dari segi jangka waktu berlakunya maupun tentang
perbedaan kedudukan kreditor pada SKMHT dan APHT. Sehingga kreditor
dapat menilai apakah nilai kredit tersebut sesuai bila digunakan SKMHT atau

langsung dengan APHT.
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